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LAPORAN KEGIATAN 
Surat Tugas Nomor : 226-R/UNTAR/Pengabdian/VIII/2024 

 
 
 

1. Nama Subyek  : Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. 
  Dr. Johny Sudharmono, S.E., M.M. 

 
2. Waktu Kegiatan : 2 (Dua) Hari, yaitu hari Kamis & Jumat, tanggal 18 dan 19 Juli 

2024 
 
3. Jenis Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

 
4. Tema : Tata Kelola Terintegrasi: Penerapannya pada Perusahaan 

Induk & Anak Perusahaan 

 
5. Tempat Kegiatan : Hotel Grand Savero, Bogor 

 

6. Penyelenggara : JSM Synergy - Consulting & Training 
 

7. Intisari : 
 

a. Tujuan Kegiatan  

• Memberikan informasi tentang kewajiban perusahaan induk untuk membuat 
laporan terintegrasi mengenai Governance, Risk, dan Compliance (GRC), sekaligus 
membimbing para peserta untuk membuat laporan tersebut. 

 
b. Deskripsi jalannya kegiatan 

• Prof. Sawidji Widoatmodjo selaku pembicara pertama memberikan presentasi di 
dalam Seri Pelatihan Corporate Strategy & GRC pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 
2024, Pk. 09.15 – 12.00 WIB di Hotel Grand Savero, Bogor. 

 

• Dr. Johny Sudharmono selaku pembicara kedua memberikan presentasi di dalam 
Seri Pelatihan Corporate Strategy & GRC pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, Pk. 
13.30 – 15.30 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, Pk. 09.00 – 11.30 WIB 
di Hotel Grand Savero, Bogor. 
 

• Seri Pelatihan Corporate Strategy & GRC ini diikuti oleh peserta dari Bank BJB dan PT 
Rukindo. 

 
c. Manfaat bagi Subyek 

• Membuat subyek mempelajari hal baru, yaitu peraturan mengenai perusahaan 
induk beserta anak usahanya untuk membuat laporan terintegrasi khususnya 
mengenai pelaksanaan GRC, disamping laporan keuangan konvensional dan laporan 
keuangan + ESG. 

 
d. Manfaat bagi UNTAR 

• Mendapatkan mitra untuk mempermudah para dosen di dalam melaksanakan 
kewajiban PKM secara berkala. 



 
e. Rekomendasi (Usulan untuk Ditindaklanjuti oleh Lembaga) 

• Mendorong para dosen untuk terus bekerjasama dengan pihak lain di luar 
universitas, guna mendapatkan mitra untuk melaksanakan kewajiban PKM. 

  
 
 
 
 

Jakarta, 15 Agustus 2024 
 

Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. 
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Jl. Kelapa Puan XV Blok AG 10 No.1, Gading Serpong, Tangerang 15810 - Indonesia                                                                                               

Phone : 08111. 80 92 11; Mail : jsmsynergy99@gmail.com; Web : www.jsm-synergy.com 

 

Jakarta, 02 Juli 2024 

 

No  : 05/ JSM - UND/ 07/ 2024 

Perihal  : Undangan Menjadi Pembicara Workshop JSM Consultant 

 

Kepada Yth. 

Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE, MM, MBA 

Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Tarumanagara – Jakarta  

 

Dengan hormat, 

 

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak  untuk menjadi salah satu Pembicara dalam  

Online Workshop yang akan diselenggarakan oleh JSM  Management Consultant pada : 

 

Hari/ tanggal     : Kamis 18 Juli 2024 

Waktu                : 09.00 – 16.00 WIB 

Platform             : Grand Savero Hotel, Bogor
Pokok Bahasan  : “Tata Kelola Terintegrasi dan Penerapannya Di Perusahaan Induk dan  
                               Anak“ 

   
Atas kesediaan Bapak memenuhi Undangan  kami, atas nama JSM Management Consultant 

diucapkan  terimakasih. 

 

 

Hormat kami, 

mailto:jsmsynergy99@gmail.com
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Sertifikasi:
- Training of Trainer (ToT) Corporate Governance: Sofyan Djalil & Partner (2001)
- Training of Trainers (ToT) Risk Governance & Control Environmnet: IFC-CRMS (2013)
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AGENDA PELATIHAN

FASILITATORKEGIATAN / POKOK BAHASANWAKTU

Panitia

Dr. Johny Sudharmono

Prof. Dr. Sawidji
Widoatmodjo

Panitia

Dr. Johny Sudharmono

Dr. Johny Sudharmono

Panitia

• Registrasi

• Pembukaan

• Penerapan Tata Kelola Terintegrasi versi Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK)

• Foto Bersama & ISHOMA

• Penerapan Tata Kelola Terintegrasi versi Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK)

• PenerapanTata Kelola Terintegrasi versi Kementerian 
BUMN

• Penerapan Tata Kelola Terintegrasi versi Kementerian 
BUMN

• Makan Siang & Sholat Jum’at

KAMIS

08.30 – 09.00

09.00 – 09.10

09.10 – 12.00 

12.00 – 13.30 

13.30 – 15.30 

JUM’AT

09.00 – 11.30

11.30 – Selesai

LET’S START
ABC

FS

A
FS

B
FS

C
FS

QRS
FS + ESG

Q
FS + ESG 

R
FS + ESG

S
FS + ESG

XYZ
FS + GRC

X
FS + GRC

Y
FS + GRC

Z
FS + GRC

Laporan Konsolidasi
Versi Laporan Keuangan
Tradisional

Laporan Terintegarsi
(Integrated Reporting)
Versi IRC (Integrated 
Reporting Council)

Laporan Terintegrasi
Konglomerasi Versi OJK

FS   : Financial Statement
ESG: Environment Social Governance            
GRC: Governance, Risk, Compliance

Let’s Talk
Nilai AkhirIndikator

Penilaian
Yang Dinilai

KriteriaPeringkat
1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang 

secara umum sangat baik
2. Sangat memadai memenuhi penerapan prinsip Tata 

Kelola Terintegrasi
1

1. Struktur
2. Proses
3. Hasil

1. Direksi Entitas Utama
2. Dewan Komisaris Entitas

Utama
3. Komite Tata Kelola 

Terintegrasi
4. Satuan Kerja Kepatuhan

Terintegrasi
5. Satuan Kerja Audit Intern 

Terintegrasi
6. Penerapan Manajemen

Risiko Terintegrasi
7. Pedoman Tata Kelola 

Terintegrasi

1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang 
secara umum baik

2. Memadai memenuhi penerapan prinsip Tata Kelola 
Terintegrasi

2

1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang 
secara umum cukup baik

2. Cukup memadai memenuhi penerapan prinsip Tata 
Kelola Terintegrasi

3

1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang 
secara umum kurang baik

2. Kurang memadai memenuhi penerapan prinsip Tata 
Kelola Terintegrasi

4

1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang 
secara umum Tidak baik

2. Tidak memadai memenuhi penerapan prinsip Tata Kelola 
Terintegrasi

5
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PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 
VERSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Referensi:

• PER OJK: 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
Bagi Konglomerasi Keuangan

• SE OJK: 15/SEOJK.03/2015 Surat Edaran Tentang Penerapan Tata Kelola 
Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

• PER OJK: 45/POJK.03/2020 Tentang Konglomerasi Keuangan

OVERVIEW

PER OJK: 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan
Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

PENGERTIAN

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang 
melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, 
lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok 
karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

3. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk
oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.

PENGERTIAN

4. Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam LJK yang menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban
(responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran
(fairness).

5. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban
(responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran
(fairness) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

KONGLOMERASI KEUANGAN

1. Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara
komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan ini.

2. Konglomerasi Keuangan memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:

a. perusahaan anak; dan/atau

b. perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.

KONGLOMERASI KEUANGAN

3. Konglomerasi Keuangan meliputi jenis LJK sebagai berikut:

a. Bank;

b. Perusahaan asuransi dan reasuransi;

c. Perusahaan efek; dan/atau

d. Perusahaan pembiayaan.

Sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2020 Jenis LJK berubah menjadi:

Konglomerasi Keuangan meliputi jenis LJK:

a. Bank;

b. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;

c. Perusahaan pembiayaan; dan/atau

d. Perusahaan efek.
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KONGLOMERASI KEUANGAN

4. Perusahaan anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau
dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di 
luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.

5. Perusahaan anak terdiri dari:

a. Perusahaan subsidiari yaitu perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 50% (lima puluh
perseratus);

b. Perusahaan partisipasi yaitu perusahaan yang dimiliki LJK sebesar 50% (lima puluh
perseratus) atau kurang, namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan;

KONGLOMERASI KEUANGAN

c. Perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan
50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan, yaitu:

1). kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-
masing sama besar; dan

2). masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap
perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya
kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan
dukungan baik finansial

maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing.

d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib
dikonsolidasikan

KONGLOMERASI KEUANGAN

6. Perusahaan terelasi (sister company), adalah beberapa LJK yang terpisah secara
kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh 
pemegang saham pengendali yang sama.

7. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari LJK induk dan LJK anak,
Entitas Utama adalah LJK induk.

KONGLOMERASI KEUANGAN

8. Konglomerasi Keuangan wajib:

a. Memiliki Entitas Utama 

b. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern 
Terintegrasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi;

c. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

d. Menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

e. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PADA ENTITAS 
UTAMA – LJK INDUK

Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PADA ENTITAS 
UTAMA – LJK INDUK

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Entitas Utama paling sedikit
mencakup:

1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas
Utama;

3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;

4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;

5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan

7. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
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1. PERSYARATAN DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon Dewan Komisaris
Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan 
pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

2.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DIREKSI

1. Direksi Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi

dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan

penerapan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit:

a. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola 
Terintegrasi; dan

c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka
penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

2.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DIREKSI

3. Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa 
Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK 
dalam Konglomerasi Keuangan.

2.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata 
Kelola Terintegrasi.

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan
pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegras paling sedikit:

a. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

b. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta
memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan

c. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka
penyempurnaan.

2.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DEWAN KOMISARIS

3. Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling 
sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas
Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

5. Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, fungsi Komite Tata 
Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan
menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

2.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DEWAN KOMISARIS

6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/atau Dewan 
Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

7. Dalam hal Entitas Utama melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 
Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama harus memastikan penerapan Tata 
Kelola Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
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3.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada 
Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;

b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi
Keuangan, sebagai anggota;

c. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan

d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai
anggota.

3.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

2. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata 
Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan
memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

3. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat
berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi
Keuangan.

4. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan 
Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi
Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

3.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

5. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan 
Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi
Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

6. Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

a. mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian
kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara
terintegrasi; dan

b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk
penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

3.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

7. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali 
setiap semester.

4.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB
SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

1. Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.

2. Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja kepatuhan, pelaksanaan tugas
kepatuhan terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan yang telah ada.

3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam
Konglomerasi Keuangan.

4.  TUGAS & TANGGUNG JAWAB
SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama 
atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam 
Konglomerasi Keuangan.

5. Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama 
Entitas Utama  menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan 
Komisaris Entitas Utama.
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5. TUGAS & TANGGUNG JAWAB
SATUAN KERJA  AUDIT INTERN TERINTEGRASI

1. Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang 
independen.

2. Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja audit intern, pelaksanaan tugas 
audit intern terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerja audit intern yang telah ada.

3. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau 
pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

4. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern terintegrasi 
kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK 
dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur 
yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

6. PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Entitas Utama wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara 
komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai 
penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

PER POJK: 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko 
Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun oleh Direksi Entitas Utama dan 
disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama paling sedikit mencakup:

a. kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; dan

b. kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada
Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

3. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama, memuat paling sedikit:

a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;

b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas
Utama;

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;

d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;

e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan

f.  Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

4. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, memuat paling 
sedikit: 

a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;

b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;

c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;

e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;

f. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

4. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, memuat paling 
sedikit: 

g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;

h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;

i.  Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;

j.  Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;

k. Kebijakan remunerasi; dan

l.  Pengelolaan benturan kepentingan.
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7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

5. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris LJK, paling sedikit memuat:

a. jumlah minimal dan maksimal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

b. rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan

c. jumlah dan komposisi Komisaris Independen.

6. Struktur Dewan Pengawas Syariah LJK, paling sedikit memuat:

a. jumlah minimal dan maksimal anggota Dewan Pengawas Syariah; dan

b. rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah.

7. Independensi tindakan Dewan Komisaris LJK, paling sedikit memuat kriteria
tindakan Dewan Komisaris yang dinyatakan independen.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

8. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi, paling sedikit memuat tugas dan 
tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola;

b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern;

c. Menyusun tata tertib kerja; dan

d. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara
pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

9. Pelaksanaan fungsi pengawasan LJK oleh Dewan Komisaris, paling sedikit memuat
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab
Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;

b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang 
mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau
fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;

c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, 
kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan

d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

10. Pelaksanaan fungsi pengawasan LJK oleh Dewan Pengawas Syariah,  memuat paling 
sedikit tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar 
sesuai dengan Prinsip Syariah; dan

b. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.

11. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern
LJK, paling sedikit memuat:

a. Pembentukan fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern yang independen;

b. Pelaksanaan fungsi audit intern paling sedikit melaksanakan audit intern LJK; dan

c. Pelaksanaan fungsi audit ekstern oleh pihak eksternal terhadap laporan keuangan
LJK.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

12. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko LJK, memuat paling sedikit kebijakan 
manajemen risiko secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada 
ketentuan mengenai manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.

13. Kebijakan remunerasi LJK, memuat paling sedikit kebijakan remunerasi dengan 
memperhatikan profil risiko dan dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang hati-
hati.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

14. Pengelolaan benturan kepentingan LJK,  paling sedikit memuat kebijakan:

a. Untuk melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan
termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group;

b. Larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil
tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK; dan

c. Kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap
pengambilan keputusan.
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PELAPORAN: ENTITAS UTAMA

1. Wajib menyampaikan laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK 
yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat:

a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan Entitas Utama;

b. Perubahan Entitas Utama;

c. Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau

d. Pembubaran Konglomerasi Keuangan.

3. Laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi
sebagaimana dimaksud pada nomor 2.

PELAPORAN: ENTITAS UTAMA

4. Wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara 
berkala setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

5. Wajib menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada 
Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua 
setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

6. Wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan 
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun 
buku berakhir.

PELAPORAN: ENTITAS UTAMA

7. Wajib mempublikasikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam 
home page Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

8. Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi bagian 
tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara 
terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan.
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FRAMEWORK
TATA KELOLA TERINTEGRASI BRI

SANKSI

1. Pelanggaran dikenai Sanksi Administratif:

a. Peringatan tertulis;

b. Penurunan tingkat kesehatan;

c. Pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;

d. Pembatasan kegiatan usaha;

e. Perintah penggantian manajemen;

f. Pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau

g. Pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.

SANKSI

2. Entitas Utama yang dinyatakan terlambat menyampaikan:

a. Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau

b. laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi,  dikenakan sanksi berupa
peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) 
per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,-
(seratus juta rupiah).

OVERVIEW

PER OJK: 45/POJK.03/2020

Tentang Konglomerasi Keuangan
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PENGERTIAN

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang 
melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana 
pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok 
karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

3. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan 
dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak 
langsung.

PENGERTIAN

4. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang 
ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.

5. Piagam Korporasi adalah perjanjian antara Entitas Utama dan LJK anggota 
Konglomerasi Keuangan.

KRITERIA

1. Kriteria Konglomerasi Keuangan memiliki:

a. Total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan
Rp100.000.000.000.000,00(seratus triliun rupiah); dan

b. Kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis LJK.

2. 2 (dua) atau lebih LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan
kepemilikan dan/atau Pengendalian yang tidak memenuhi kriteria nomor 1 yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Konglomerasi Keuangan.

KRITERIA

3. Aksi korporasi yang menyebabkan Konglomerasi Keuangan tidak lagi memenuhi 
kriteria Konglomerasi Keuangan tetap merupakan Konglomerasi Keuangan sampai 
dengan 1 (satu) periode pelaporan sejak tidak memenuhi kriteria Konglomerasi 
Keuangan.

4. Dalam hal Konglomerasi Keuangan mengalami penurunan nilai total aset menjadi 
kurang dari Rp100.000.000.000.000,00(seratus triliun rupiah) sehingga tidak 
memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan, Konglomerasi Keuangan tetap 
memenuhi kewajiban sebagai Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan.

5. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan 
Konglomerasi Keuangan,  tidak lagi menjadi Konglomerasi Keuangan.

KRITERIA

6. Perhitungan nilai total aset Konglomerasi Keuangan berdasarkan laporan keuangan
posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.

7. Konglomerasi Keuangan memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:

a. Perusahaan anak; dan/atau

b. Perusahaan terelasi beserta Perusahaan anak.

8. Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud meliputi jenis LJK:

a. bank;

b. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;

c. perusahaan pembiayaan; dan/atau

d. perusahaan efek.

PIAGAM KORPORASI

1. Entitas Utama wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi.

2. Piagam Korporasi memuat paling sedikit:

a. Tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;

b. Struktur Konglomerasi Keuangan; dan

c. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan direksi LJK anggota
Konglomerasi Keuangan.

3. Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara
Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan dengan
karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
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PIAGAM KORPORASI

4. Piagam Korporasi wajibditandatangani oleh:

a. Direksi Entitas Utama; dan

b. Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

5. Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi
ketentuan pada nomor 1 dan nomor 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis atau peringatan tertulis.

6. Dalam hal Direksi Entitas Utama dan/atau Direksi LJK anggota Konglomerasi
Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan pada nomor 1 dan/atau nomor 4, dapat
dikenai sanksi administrative berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama
lembaga jasa keuangan.

PIAGAM KORPORASI

7. Entitas Utama wajib menyampaikan dokumen Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lambat tanggal31 Desember 2020 untuk pertama kali.

8. Dalam hal terdapat perubahan Piagam Korporasi Entitas Utama wajib menyampaikan 
dokumen perubahan Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 
1 (satu) bulan sejak ditandatangani.

SANKSI

Entitas Utama yang tidak menyampaikan kewajiban pelaporan Piagam 
Korporasi setelah batas akhir penyampaian, dikenai sanksi administratif 
berupa denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan paling 
banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
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